Menimbang

Menimbang :
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1990
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Presiden Republik Indonesia,

bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat
hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar
tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta
makhluk hidup lainnya;

bahwa agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan
tingkat mutu yang diinginkan perlu dilakukan pengendalian
pencemaran air;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah  tentang Pengendalian
Pencemaran Air;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2063);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran
Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2084);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3046);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
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Negara Nomor 3274);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3299);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air,
dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini
adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut;

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga
kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak
berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya;

Pengendalian adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan dan atau
pemulihan;

Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau
komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang
ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan
peruntukannya;

Beban pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang
terkandung dalam sejumlah air atau limbabh;

Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air
menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas
air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan
peruntukannya;
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Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang
ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan
tertentu;

Menteri adalah Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

BAB Il
INVENTARISASI KUALITAS DAN KUANTITAS AIR

Pasal 2

Gubernur menunjuk instansi teknis di daerah untuk melakukan inventarisasi kualitas
dan kuantitas air untuk kepentingan pengendalian pencemaran air.

D)
)

D)
)

D)
)

Pasal 3

Gubernur Kepala Daerah Tingkat |, menetapkan prioritas pelaksanaan
inventarisasi kualitas dan kuantitas air,

Apabila sumber air berada atau mengalir melalui atau merupakan batas dari
dua atau lebih Propinsi Daerah Tingkat I, prioritas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat | di bawah koordinasi
Menteri.

Pasal 4

Data kualitas dan kuantitas air disusun dan didokumentasikan pada istansi teknis
yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
Data kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diolah
oleh instansi teknis yang bersangkutan dan laporannya disampaikan kepada
Menteri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | yang bersangkutan,
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 5

Gubernur Kepala Daerah Tingkat | mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran
air.

Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur
Kepala Daerah Tingkat | yang bersangkutan menetapkan tindak lanjut
pengendaliannya.
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Pasal 6

Data kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipakai sebagai:

a.

b.

D)

)

D)

)

©)

dasar pertimbangan penetapan peruntukan air dan baku mutu air pada sumber
air yang bersangkutan;

dasar perhitungan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang
telah ditetapkan peruntukannya;

dasar penilaian tingkat pencemaran air.

BAB Il
PENGGOLONGAN AIR

Pasal 7
Penggolongan air menurut peruntukannya ditetapkan sebagai berikut :

Golongan A : Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa
pengolahan terlebih dahulu;

Golongan B : Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum;

Golongan C : Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan
peternakan;

Golongan D : Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat
dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik
tenaga air.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan perluasan pemanfaatan air di
luar penggolongan air sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat (1).

Pasal 8

Ketetapan tentang baku mutu air untuk golongan air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan penambahan parameter dan
baku mutu untuk parameter tersebut dalam baku mutu air sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Penilaian kualitas air yang menyangkut parameter yang belum tercantum dalam
baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan merujuk
kepada fungsi dan guna air serta atau kepada ilmu pengetahuan.
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Pasal 9

Metoda analisis untuk setiap parameter baku mutu air dan baku mutu limbah cair
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)  Gubernur Kepala Daerah Tingkat | menetapkan:

a. Peruntukan air sesuai dengan penggolongan air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali kemudian ditentukan lain oleh Menteri;
b. baku mutu air untuk peruntukan air menurut penggolongan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a.

(2)  Peruntukan air dan baku mutu air yang berada atau mengalir melalui atau
merupakan batas dari dua atau lebih Propinsi Daerah Tingkat | ditetapkan oleh
para Gubernur Kepala Daerah Tingkat | yang bersangkutan di bawah koordinasi
Menteri.

(3)  Peruntukan air dan baku mutu air pada sumber air yang berada di bawah
wewenang pengelolaan suatu badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan setelah berkonsultasi
dengan Menteri.

Pasal 11
Apabila kualitas air lebih rendah dari kualitas air menurut golongan yang telah
ditetapkan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat | menetapkan program peningkatan
kualitas air.

Pasal 12
Apabila kualitas air telah memenuhi kualitas menurut penggolongannya sesuai yang

telah ditetapkan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat | menetapkan program peningkatan
penggolongan peruntukannya.


http://www.djpp.depkumham.go.id

